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K ebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dinilai belum tepat sararan
karenaNilai Jual Objek Pgjak di Provins DKI Jakartayang terlalu tinggi, membuat Gubernur ingin merevis
Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi
kebijakan pembebasan Pgjak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif.
Hasil penelitian ini adalah kebijakan pembebasan Pgjak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah
sesuai dengan enam kriteria evaluasi kebijakan yaitu efisiensl, efektivitas, kecukupan, perataan,
responsivitas dan ketepatan. Namun terdapat kekurangan pada database objek pajak serta diperlukan kajian
lebih lanjut mengenai objek pajak yang dibebaskan dan sasaran kebijakan agar Peraturan Gubernur ini dapat
bersifat berkelanjutan.

<hr><i>Dueto high rate tax object sales value in DKI Jakarta Province, rural and urban property tax
exemption policy becomes inappropriate thus the Governor demand to revise the Governor Regulation
Number 259 Y ear 2015.The purpose of the research isto evaluate rural and urban property tax exemption
policy in DKI Jakarta Province. This research uses quantitative approach and qualitative data analysis
technique.

The result of thisresearch isrural and urban property tax exemption policy suitable with six criteria of
evaluation policy, there are effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and appropriateness.
However, there are some inadequacies in the database of tax object and further study about object of exempt
taxes and target policy is necessary for the Governor Regulation rsquo's sustainability.</i>
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